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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin
meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup
berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang
memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai
dari tindak pidana kekerasan, penipuan, pemerkosaan hingga pembunuhan,
sebagai suatu kenyataan sosial.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut. ! Sedangkan tindak pidana
pembunuhan sendiri adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal
dunia.

Pembunuhan yang direncanakan menurut R. Soesilo (1988:241)
mengatakan “direncanakan terlebih dahulu” Voorbedacbte yaitu, antara
timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada

tempo waktu bagi si pembunuh untuk dengan tenang memikirkan misalnya,

! Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.



dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan dan sebenarnya
masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu
tidak digunakannya.?

Dalam hukum pidana Indonesia pembunuhan termasuk klasifikasi
kejahatan terhadap nyawa yang diatur mulai pasal 338 KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) sampai pasal 350 KUHP. Untuk lebih
khususnya perbuatan kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana diatur
dalam pasal 340 yang berbunyi,

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas
nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun’.

Dalam kontek ini ada dua unsur yang pertama adalah unsur subjektif
yaitu dengan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu, yang kedua adalah
unsur objektif yaitu perbuatan itu sendiri (menghilangkan nyawa).# Bentuk-
bentuk pembunuhan ditentukan oleh niat atau maksud pembunuhnya.
Pembunuhan adakalanya terjadi karena disengaja oleh pelaku dan adakalanya

terjadi karena tidak disengaja.’

Pembunuhan di dalam Islam dibagi menjadi tiga kelompok antara lain:¢

2 Efendi, Jonaedi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), 110.

3 Moeljatno. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT Bina Aksara,1985), 147.
4 Efendi, Jonaedi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana ..., 112.

5 Alie Yafie, dkk. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III. (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), 272.

6 Jaih Mubarok, Enceng Arif Faisal, Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 9.



1. Pembunuhan sengaja (Qatl al-‘amd), antara lain yang dimaksud
pembunuhan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan
menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.
Sebagai contoh seseorang dengan dengan sengaja membunuh
oarang lain dengan pistol

2. Pembunuhan semi sengaja/ menyerupai disengaja (Qat/ shibh al-
‘amd), yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang
kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh guru
memukul penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid
yang dipukul tersebut meninggal dunia.

3. Pembunuhan tidak disengaja karena kesalahan/ tersalah (Qat/ al-
khata’), dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang
lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa
seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon
tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu

meninggal dunia.

Hukum kisas didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-

Bagarah ayat 178-179:
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka
barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi
maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
(178) Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (179).”

Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai
tindak pidana atau perbuatan krminal yang dilakukan oleh orang-orang
mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari suatu
pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari ayat-ayat al-Quran dan
Hadis. ¥ Maksudnya setiap perbuatan yang dilakukan setiap orang

mempunyai akibat hukum yang di mana hukum tersebut bersumber dari

ayat-ayat al-Quran dan Hadis.

" Kementerian Agama RI, A/-Qur’an & TafSirnya, Jilid 1 (Jakarta: Widya cahaya, 2011), 27.
8 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13.



Jarimah kisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada
pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan nyawa
dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.” Dalam kasus di
bawah ini, di dalam hukum Islam sudah jelas bahwasannya hukum untuk
terdakwa adalah kisas. Namun bagi pembunuhan ada beberapa jenis sanksi,
yaitu: hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.
Hukuman pokok pembunuh adalah kisas. Bila dimaafkan oleh keluarga
korban, maka hukuman penggantinya adalah diat. Akhirnya jika sanksi kisas
atau diat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah takzir.”?

Seperti contoh kasus yang dilakukan oleh Darsan Bin Rakiman, yang
telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa
orang lain yaitu Upono, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai
berikut: pada hari kamis tanggal 1 Mei tahun 2008 sekitar pukul 20.00 WIB,
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2008, bertempat di
rumah saksi Sumiati Dusun Podang Desa Karangkembang Kecamatan Babat
Lamongan. Awalnya terdakwa Darsan Bin Rakiman pada tahun 2007
berkenalan dengan saudari Iin Meirina (yang sekarang menjadi istrinya) di
Provinsi Irian Jaya, selanjutnya terdakwah Darsan Bin Rakiman mengatakan

akan menikahi saudari lin Meirina melalui pamannya Sungkono, kemudian

% Irfan,Nurul, Figih Jinayah (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 4.
0 Jazuli, Figih Jinayah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 135-136.



memberitahu orang tua lin Meirina dan menyetujui hubungan terdakwa
Darsan Bin Rakiman dengan lin Meirina. Kemudian di dalam perjalanan
berpacaran terdakwa Darsan Bin Rakiman bermimpi buruk, kemudian
terdakwa bertanya kepada lin Meirina, “Apakah kamu sudah tidak suci?” lalu
saudari Iin Meirina menjawab, “Memang sudah tidak suci’. (tidak perawan
lagi), selanjutnya terdakwa Darsan Bin Rakiman bertanya, “Siapa yang
menodai?” lalu saudari [in Meirina menjawab yang menodai adalah pamannya
sendiri yang bernama korban Upono. Selanjutnya pada bulan April tahun 2008,
terdakwa Darsan Bin Rakiman pulang bersama saudari lin Meirina ke Jawa
untuk melangsungkan pernikahan. Seminggu kemudian tepat pada tanggal 1
Mei tahun 2008 saat maghrib terdakwa mengambil sebilah celurit dan
diselipkan ke dalam celananya, kemudian terdakwa Darsan Bin Rakiman pergi
menuju rumah korban Upono di Dusun Podang Desa Karangkembang
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan untuk membunuh korban. Dalam
kasus pembunuhan berencana ini keluarga (saksi) korban memaafkan
perbuatan terdakwa Darsan Bin Rakiman dalam putusan Pengadilan Negeri
Lamongan.

Dalam  putusan Pengadilan ~ Negeri  Lamongan  Nomor:
186/Pdi.B/2014/Lmg, menyatakan bahwa Darsan Bin Rakiman telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan



berencana” dan dijatuhkan hukuman pidana kepada Darsan Bin Rakiman,
dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan
yang dimaafkan oleh keluarga studi kasus putusan Pengadilan Negeri
Lamongan nomor perkara 186/Pid.B/2014/PN.Lmg, penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui bagaimana landasan dan pertimbangan hakim Pengadilan
Negeri Lamongan dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan berencana
setelah dimaafkan oleh keluarga, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap

putusan hakim tersebut.

. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:
1. Pengertian tindak pidana pembunuhan berencana
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana berencana
3. Hukuman dan sanksi yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri
Lamongan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana setelah

dimaafkan oleh keluarga.



4. Landasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam

memutuskan perkara pidana pembunuhan berencana setelah dimaafkan
oleh keluarga Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg

Tinjauan hukum pidana islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Lamongan Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana
pembunuhan berencana setelah mendapat pemaafan dari keluarga.
Ketentuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan
berencana yang tertera dalam KUHP Pasal 340.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas tersebut, perlu diperjelas

batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam

penelititan ini, adapun batasan masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam memutuskan
perkara pidana pembunuhan berencana setelah dimaafkan oleh keluarga
Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg
tentang tindak pidana pembunuhan berencana setelah mendapat pemaafan

dari keluarga.



C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam
memutuskan perkara pidana pembunuhan berencana setelah mendapat
pemaafan dari keluarga Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim
dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor:
186/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana pembunuhan berencana

setelah mendapat pemaafan dari keluarga?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian yang pernah
dilakukan dan yang belum pernah telah diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa
kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang
pernah ada. Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi atau plagiat dalam
penelitian yang akan dilakukan. '' Penelitian mengenai tindak pidana
pembunuhan berencana ini banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tema

yang berkaitan diantaranya yaitu:
1. Skripsi yang berjudul ‘“Analisis Aspek Kriminologi dalam Putusan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 691/Pid.B/2006/PN.Mkrt Tentang

Pembunuhan Berencana ditinjau Dari Hukum Islam”, yang ditulis pada

' Cholid Narbuko dan abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 3.
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tahun 2009 oleh Rizal Khalid Efendi.!> Perbedaan antara penelitian ini
dengan penelitian Rizal Khalid Efendi adalah penelitian ini diputus di
Pengadilan yang berbeda. penelitian Rizal Khalid Efendi diputus di
Pengadilan Negeri Mojokerto, sedangkan penelitian ini diputus di
Pengadilan Negeri Lamongan. Dari segi persoalan berbeda, penelitian
Rizal Khalid Efendi lebih condong dalam membahas aspek kriminologi
tentang pembunuhan berencana, sedangkan penelitian ini lebih condong
ke aspek tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan
berencana setelah mendapat pemaafan dari keluarga.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut
Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan
Kekerasan Studi Putusan Nomor: 213PID.B2013PN.BKL”, yang ditulis
oleh Lindawati Eka Sahputri pada tahun 2016.!3 Perbedaan dengan
penelitian Lindawati Eka Sahputri adalah terletak dipelakunya. Penelitian
ini membahas hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku yang turut
serta secara langsung tindak pidana yang dilakukannya dan dalam
penelitian ini hanya satu terdakwa atau satu pelaku, sementara penelitian

Sahputri, Lindawati Eka membahas hukuman terhadap orang yang turut

12 Rizal Khalid Efendi, Analisis Aspek Krriminologi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.
691/Pid.B/2006/PN.Mkit Tentang Pembunuhan Berencana ditinjau Dari Hukum Islam (Skripsi---UIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 9.

'3 Sahputri Lindawati Eka, Tinjavan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Dalam Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dan Kekerasan, (Skripsi---UIN Sunan Ampel
Surabaya), 11.
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serta membantu dalam tindak pidana secara tidak langsung. Adapun dari
keduanya sangatlah berbeda, pertama, dari bentuk perbuatan sudah
berbeda. Penelitian Lindawati Eka Sahputri lebih mengarah pembunuhan
berencana dan pencurian dengan kekerasan sedangkan penelitian ini
membahas tentang pembunuhan berencana yang dimaafkan oleh keluarga
korban. Kedua, dari segi hukuman yang didapat antara turut serta secara
langsung dan turut serta tidak langsung sudah pasti sangat berbeda.
Hukuman yang didapat turut serta tidak langsung adalah separuh dari
pelaku yang merencanakan dan berbuat langsung dalam tindak pidana

tersebut.

E. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lamongan
dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan berencana setelah
dimaafkan oleh keluarga Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg.

Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan
hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor:
186/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana pembunuhan berencana

setelah mendapat pemaafan dari keluarga.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan
teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Segi teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan, pemikiran, dan pengetahuan bagi penelitian
selanjutnya serta dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam pada program
studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), jurusan Hukum Publik Islam,
Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Segi praktis yaitu diharapkan para akademisi dapat dijadikan rujukan
dalam berijtihad, juga sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas hukum
pidana, khususnya pada hakim, dalam pengambilan keputusan bila

nantinya menghadapi kasus yang serupa.

G. Definisi Operasional
Hukum pidana islam terdiri dari atas dua; pertama jarimah dan yang
kedua adalah jinayah. Dalam skripsi ini yang dipakai adalah hukum jinayah.
Jinayah sendiri adalah bentuk jamak dan plural dari jinayah menurut bahasa,
jinayah bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan
menurut istilah, jinayah pelanggaran terhadap badan di dalamnya diwajibkan

kisas atau diat. Jinayah juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas
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penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri

dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayah

Jinayah secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu

sebagai berikut:!'4

a. Jinayah terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan
menghilangkan nyawa baik sengaja maupun tidak sengaja
b. Jinayah terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang
dengan merusak salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu
badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja
1. Pembunuhan berencana setelah mendapat pemaafan dari keluarga Putusan

Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg

H. Metode Penelitian
Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.
Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, dan
menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.!> Dalam hal ini

meliputi:

14 Kholid Syamsudi, “Fikih Jinayah”, http://www.academia.edu/11903280/JINAY AT, diakses pada
tanggal 20 maret 2017
'S Cholid Narbuko dan abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.


http://www.academia.edu/11903280/JINAYAT
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1. Data yang dikumpulkan

a. Salinan  putusan Pengadilan Negeri Lamongan  Nomor:
186/Pid.B/2014/PN.Lmg.

b. Pandangan hukum pidan Islam terhadap tindak pidana pembunuhan
berencana setelah mendapat pemaafan dari keluarga Nomor:
186/Pid.B/2014/PN.Lmg.

2. Sumber data

a. Sumber primer
Sumber yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan
langsung dengan obyek penelitian.!® Serta yang akan ditulis pada
bab III yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor:
186/Pid.B/2014/PN.Lmg

b. Sumber sekunder
Dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan
topik yang akan dibahas, meliputi: segala sumber yang memuat
informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang,
buku, ensiklopedia, artikel dari internet dan lain sebagainya yang
terkait dengan masalah pembunuhan berencana setelah mendapat
pemaafan dari keluarga.

Diantaranya :

18 Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 236
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Abdurrahman al Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam. Bogor:
Pustaka Thariqul I1zzah, 2002

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Jakarta: Sinar
Grafika, 2004

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Menurut Al-Quraan.
Jakarta: Diadit Media. 2007

Alie Yafie, dkk. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III. Bogor: PT.
Kharisma Ilmu,

Cholid Narbuko dan abu Achmadi. Metodologi Penelitian.
Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

DlJazuli. Figih Jinayah. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997

Efendi, Jonaedi. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.
Jakarta: Kencana, 2014.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. Figih Jinayah. Jakarta: Pena Grafika,
2013.

Jaih Mubarok, Enceng Arif Faisal. Kaidah-Kaidah Jinayah (Asas-

Asas Hukum Pidana Islam). Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.

10) Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum pidana Islam. (Depok:

Logung Pustaka, 2014) hal.

11) Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
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12) Moeljatno. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta:
PT Bina Aksara, 1985

13) Rahman Abdur. 7indak Pidana dalam Syariat Islam. Jakarta: PT
Pineka Cipta. 1992

14) Saleh al-Fauzan, Figih Sehari-hari . Jakarta: Gema Insani Press,
2005

15) Santoso Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam Jakarta: Gema
Insani Pres, 2003

16) Kementrian Agama RI. A/-Qur’an & Tafsirnya, Jilid 1 Jakarta:
Widya cahaya, 2011.

17) Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

18) Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
a. Dokumen
Mencari data dengan menelusuri serta mempelajari atas dokumen,
berkas atau buku sebagaimana disebutkan di atas yang ada

hubungannya dengan putusan Pengadilan Negeri Lamongan.
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b. Pustaka
Teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-
literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang
pembunuhan berencana yang dimaafkan oleh keluarga.

4. Teknik Pengolahan Data
Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang
penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Organizing, Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan,
pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.!”

b. Editing, Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta
menghilangkan keraguan akan kebenaran atau ketepatan data
tersebut.!'®

5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.! Teknik analisis
penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir

deduktif.

7 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Y ogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
'8 Ibid., 97.
9 Lexy J, Metodelogi Penelitian Kualitatif; Hal. 248
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a. Deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan
data apa adanya. Data tentang pembunuhan berencana setelah
mendapat pemaafan dari keluarga Putusan Pengadilan Negeri
Lamongan Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg, kemudian dianalisa
dengan menggunakn teori hukum pidana Islam tentang pembunuhan
berencana.

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat
umum dalam hal ini teori jinayah pembunuhan berencana, kemudian
diaplikasikan pada variabel khusus dalam hal ini dasar putusan hakim
dalam kasus pembunuhan berencana setelah mendapat pemaafan dari

keluarga.

Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing
bab terdiri dari beberapa subbab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk
mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan. Adapun sistematikanya
sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi tentang pendahuluan
yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,

definisi operasional, metode penelitian yang berisi data yang dikumpulkan,
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sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan
data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang hukum pidana Islam
dalam hal ini adalah jinayah.

Bab ketiga mendiskripsikan kasus pembunuhan berencana setelah
mendapat pemaafan dari keluarga dalam putusan Pengadilan Negeri
Lamongan Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg.

Bab keempat memuat analisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan
Negeri Lamongan serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan
hakim dalam  Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor:
186/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang pembunuhan berencana setelah mendapat
pemaafan dari keluarga.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup meliputi
kesimpulan dan saran dari penelitian ini serta yang terakhir adalah daftar

pustaka.



